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itengah merdtaknga

pandemi COVID-19,

perkembangan

ketatanegaraan
di Indonesia tetap
mengalami pasang surut.
Berbagal isu, wacdna, dan
keputusan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan
negara seringkall menjadi
pordebatan dan diskursus
publik, khususmya dl ruang-
ruang akadermis. Dinamika
ketatanegaraan yang terjadi
i mempetlihatkan Indonesia masih dan sedang mencari
bentuk serta format terbaiknya dalam menegublan prinsip-
prinsip negara demokrasi kanstitusional (constitutional
democratic state),

Selama kurun wakltu tahun 2021, terdapat beberapa isu
than perkembangan hukum kenegaraan yang mendapatkan
perhatian publik. Pertams, wacana untuk mengubah ULD
NRI Tahun 1945 yang salah satunya untull menambabkan
kewenangan MPR untuk menetaphkan Pokok-Pokok Haluan
Negara. Kedua, wacana untuk memperpanjang masa jabatan
Presiden menjadh 3 {tiga) periode atau menambah masa
jabatan Presiden selama 2 [dua) tahun sebagal penggant
masa jabatan yang bdak bisa bekerja aktif selama terjadinga
pandem| COMID-19 di tahun 2020-2021

Ketigo, pembentukan dan pemberlakuan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppul terkait
dengan keuangan negara dan penanganan pandermd COVID=19,
khususnya terkall dengan substansi Isi dan masa waktu
pemberdakuan keadaan darurat. Keempal Putusan Mahkamah
Konstitus: yang pertama kalinga menyatakan undang -undang
tnkonstitusional bersyaral akibat tidak terpenuhinyag prosedur
pembentukan undang-undang dalam perlara pengujlan formil

Karena keterbatasan ruang dan halaman penulisan,
artikel singkat ini hanya berfokus untuk membahas
perkembangan hukum kenggaraan pada poin keempat dl
atas, yaitu beripa catatan kritis terhadap praktik dan proses
pembentukan suatu undang-undang di tabun 2021,

Penyempurnaan Proses Legislasl

Setelah melalul proses pemeriksaan yang cukup
panjang dengan melibatkan berbagal pihak dan para ahli,
Mahlkamah Konstitus membuat satu putusan menumental
Uandmark decision) yang membatalkan suatu undang-undang
secara bersyarat |conditionally unconstitutional dalam perkara
pengujian undang-undang secara lormil. Berbeda dengan
pengujlan secara materi|l undang- undang yang telah berulang
kali dinyatakan inkonstitusional bersyaral, tahun 2027 menjadi
tahun piertama bagi ME untub menyatakan suatu UL tidak
memenuhi syarat dan prosedur pembentulan peraturan
perundang-undang, yaitu UU Cipta Kera

Artikel Ini tidak bermaksud untul membahas secara
khiisug Putusan MK terkad pengujian UU Cipta Keiga Akan
tetapl, tubisan m lebih menitikberatkan untuk mengamisd
catatan penting yang menjad) pertimbangan hukum
Putusan MK tersebut, sehingea dapat dijadian rupukan bag
pembentukan undang-undang lainnya & masa mendatang
Heberapa catatan penting vang termuat di dalam Putusan
tersebul, antara lan

Pertama, pembentukan undang-undang hars kembali
iidasarkan pada UL Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Apabila belum diatur tata cara atay metode yang
tertuang di dapat UL Pembentukan Peraturan Perundang-
untangan—misalnya metode ammibus Jow-—rmaka pembentuk
LU ticak dapat mengesampingkan aturan dan ketentuan yang
sudah ada. Karena itu, pembentuk UL perlu merevisi dasar
hukum pembentukan undang-undang tedeth dahuly untuk
mengakamodir cara atau metode baru yang akan dipilih dalam
pembentukan suitu undang-undang,

Kedua, pembentuk undang-undang harus memastikan
kirmball babwa selumh undang-undang yang akan disahkan
dan diundangkan harus memenuhl terlebih dahulu asas
pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentuld
undang-undang tidak dapat mengesampinghkan asas-asas
vang sudah ditentuban & dalam undang-undang pembentulan
peraturan perundang-undangan, Apabila inl tergadl, moka akan
terjadi penuruan kualitas undang-undang,

Ketige, pembentuk undang-undang harus melibatkan
partisipasi publik yang luas dan bermakna {meaningfu!
pareticipation). Prinsip dari partisipasl yang bermakna inj



satidaknya harus mermenuhi tiga jenis hak publik, yaitu: (1) hak
untuk didengarkan pendapat dan aspirasinya [right to be heard);
{2] hak untuk dipertimbangkan pendapat dan aspirasinya {right
to be considered); dan (3) hak untuk memperoleh penjelasan
atas pendapat dan aspirasinya (right to be explained). Prinsip ini
menjadl penting dan mutlak dipenuhi karena UU Pembentukan
Perundang-undangan pun memuat satu bab khusus mengenal
partisipas) publik di dalarminya, yakni Bab Xi tentang Partisipasi
Masyarakat. Hal yang tidak kalah penting, partisipasi publik
inl terutama harus diperuntukkan bag kelompok masyarakat
yang terdampak langsung dari suatu undang-undang yang
sedang dibentuk, Sehingga, partisipasi yang dilakukan bukan
sakadar menjad partisipasi semu |pseudo participation) atau
partisipasi manipulatif {manipulative participation),

Keempat, apabila suatu undang-undang telah memasuk
tahap persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden——terlebih
lagi setelah tahap pengesahan pengundangan—maka
bidak boleh lagl tenadi perubahan dan pergantian di dafam
151 undang-undang, khususnya perubahan yang bersifat
substantif, bukan kesalahan pengetikan teknis (typol. Lebih
baik lagl, naskah draf undang-undang yang telah disetujui
bersama tersebut dibubuhkan paraf dari kedua belah pihak
pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa tidak
akan terjadi perubahan teks ataupun hal lainnya di kemudian
hari.

Mempertanyakan Pengujian Formil

Hal lain yang perlu diberikan catatan khusis pasca-
Putusan MK yang menyatakan UL Cipta Kerja sebagai
inkonstitusional bersyarat, yakni muncul wacana untuk
mempertimbangkan ulang pernberian kewenangan pengujian
secara formil oleh Mahkamah Konstitusl, Menurut para
pengusung wacana nl, MK pada dasarnya hanya memiliki
kewenangan untuk menguji suaty undang-undang secara
materil yang meliput! (sl atau bagian dar undang-undang,
dan tidak termasuk pengujlan secara formil yang berkaitan
dengan proses pembentukan undang-undang.

Wacana inl perlu mendapatkan tanggapan dari para
akademisi bahwa perkembangan hukum kenegaraan di
berbagal belahan dunia juga memillki praktk terbaik (best
practice) dalam pengujian undang-undang, balk pengujian

secara materlil vang dikenal dengan substantive review
dan pengujian secara formil yang dikenal dengan sebutan
procedural review. Untuk menilal legitimasl pembentulan
undang-undang, pengadilan di banyak negara diberikan
kewenangan untuk memeriksa apakah proses pembentukan
suatu undang-undang telah memenuhi syarat transparansi
dan inklusivitas (Klaus MeBierschmidt, 2016: 376-377),

Dalam praktik perbandingan konstitusi, pengujian
formil telah menjadi baglan penting yang dipertimbangkan
oleh Mahkarmah Konstitusi Afrika Selatan ketika memeriksa
dan memutus perkara pengujian undang-undang. Misalnya,
perkara Doctors for Life International v Speaker of the National
Assembly and Others (2006) dan Merafong Demnarcation Forum
and Others v President of the Republic of South Africa and
Oithers (2008).

Membuka Era Baru

Beberapa catatan kritis di atas perlu diperhatikan
secara serus oleh pembentuk undang-undang ke depannya
dan juga para akademisi serta masyarakat sipil yang turut
membenkan kontribusi dalam pengawasan penyelenggaraan
negara. Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi telah
membuka era baru standar pengujian farmil terhadap suatu
undang-undang. Apabila salah satu atau beberapa catatan
datam pernbentukan undang-undang sebagairnana diuraikan
cli atas terlanggar kemball, khususnya pelanggaran terhadap
ketentuan dasar pembentukan peraturan perundang-
undangan, maka tidak tertutup kemunghkinan Mahkamah
Konstitusi dapat membatalkan suatu undang-undang.
baik yang berlaku seketika dengan putusan pembatalan
seluruhnya atau putusan melalul inkonstitusional bersyarat
sepertl yang terjadl pada UU Cipta Kerja,

Karena |tu, diperlukan penguatan kelembagaan
pembentuk undang-undang, bailk di Pemerintah maupun
di DPR, agar UU yang dihasitkan memiliki legitimasi yang
kuat dan keabsahan konstitusional dalam kerangka negara
demokrasi konstitusional, m
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